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Lamr B@lakmag : '
- Pold merupakan alat negara yang
mempunya; tugas - memelihara ke-
amanan dan ketertiban masyarakat,
me'legakkan hukum, memberikanper-
lindungan, pengayomandanpelayanan
padamasvarakat. Keberhasilan penye-
lenggaraan tugas-tugas Polri tersebut
akan tercapai apabila upaya yang di-
laksanakan tergelarsecara berencana,
bertahapdan berkesinambungan, baik
menyangkut pembinaan, penggunaan
maupun pelibatan kekuatan yang di-
susun konsepsionalsirategis.
Setiapwarga masyarakai baik per-
orangan maupun kelompok pada ha-
kekatnya adalah kekuatan dasar kam-
fibmas, untukitu pembinaanwargama-
syarakatsebagai kekuatan dasarmampu
sebagai kekuatan nyata, yakni berupa
bantuan langsungterhadapaparatkam-
tibmas, dan pola partisipasi masyara-
kat vang terorganisir oleh pola yang
semakin tumbuh dan berkembangnya
swadaya masyarakatyang kesemuanya
itu diharapkan mampu mewujudkan
peransertanyadalam upaya memelihara
kamtibmasdiseliap lingkungan.
Bersama-sama segenap aparat/
instansi pemerintah, Polri sebagat inti
kekuatan utama menjaga kamtibmas
bertugas menangani kamtibmas sesuai

dengan lingkup kewenangannya y_ar__a_g
masing-masing melalui mekanisme dan
prosedur yang ditetapkan. '
- Pemerintehdaerahmelalui perang-
kat Polisi khusus pamong praja seria
seluruh lapisan masyarakat merupakan
pendulkung keamananyangselama ini
menjadi tanggungiawab kepolisian.
Koordinasi antara Polri dengan Pemda
belerja sama dalam rangka menjaga
kamiibmas di daerah. Pemberian
otonomi penuh kepada daerah akan
memberikan keleluassan mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat,
termasuk menetapkan peraturan dae-
rah dalam rangka penvelenggaraan
otonomi daerah dan penjabaran lebih
lanjut dari peraturan. perundang-un-
danganyanglebihiingai.

Maksud dan Tojuan

Maleud

Untuk memperolehdata, faktadan
gambaran secara umum fentang pe-
libatan dan kepedulian Pemerintah
Daerah sehubungan diberlakukannya
otonomi penuh daerah.

Tujuan
Untuk mengetahui sejauh mana
hubungan, koordinasi antara aparat
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Pemda dengan Folridi daerah daiam_
penyusunan dan penetapan seria

penegakkan Perda di wilayah daerah

tersebut, settaseberapa besardukungan

anggaran Pemda dimasukkan dalam
RAPBD, khusus untuk membiayai Polri
dalam menjaga dan memelihara kam-
tzbmas dan menegakkan hukum Perda

Pm'sepsi Pemda temfang Masalah
Kamﬁbmas vang Terjadidi Daerah
Persepsx masalah kamtibmas di
daerahtampaknya masthdisikapi tidak
samaatauberagam oleh kalangan res-
pondenyang berasaldariinstansi Femda.
. Halinidapat dilihai disini misalnya
tesponden yang berasal dari instansi-
instansi di wilayah jajaran Polda DIV
mempertlihatkan perbedaan di dalam
melthat masalah kamtibmas yangterjadi
di witayahnya. Temuan ini tidak sama
dengan responden vang berasal dari
Riay, Sulut dan Kalsel, Menurut pen-
dapatrespondenDIY peranpolisidilihat
hanyaterbatas pengendalian keamanan
terutama jika terjadi masalah kamtibras
dan di lain pihak responden vang ber-
asal dar Sulut, Riau dan Kalselber-
pendapatbahwa aspek kamtibmasperiu
dimasukkan dalam setiap perencanaan
pembangunandaerah,

Dukungan Pemda Terhadap
kegiatan Kamtibmas di Daerah
Dukungan Pemda terhadap kegiatan
kamtibmas di daerah kelihatannya
belum menyeluruh. Haliniterlihatdari
pendapat responden instansi daerah.

w07 |

Separo lebih responden yeang berésél

~ dari DIY, Riau dan Kalse! mengaiakan
bahwa anggaran kamtibmas. sudah

dimasukkan ke dalam APBD, namun
sebaliknya responden dari Sulut me-
ngatakan bahwa anggaran kamtibmas
belum dimasuldan ke dalam APBDdan
masih faraf dibicarakan atau menjadi
wacana dikalanganinstansi daerahini.

Persepsi Pemda terbadap Tugas-
tugas Kepolisiandidaerah
DulanganPemda terhadap keginian
kamtibmas memang ada namun
dukungannya masih sangat kecil,
walaupunsebagianbesarrespondendar
instansi di daerah sudahterlihat bahwa
masalah kamtibmeas pada dasarnya juga
menjadi tugas Pemerintah Daerah.
Kecenderungan-kecenderungan
memperlihatkanbahwa dilzlanganpe-
merintahdaerahselamainimasih merm-
perlihatkanbelum adanyavisiyangsama
terhadaptugas-tugasyangeehansnya
diemban oleh instansi Polri di dacrah.
Davi hesilwawancara denganresgonden
di Riau memperlihatkan bahwa Pe-
merirtahDaersh Riatididalam membuat
Perdayangmemuatsanksi kirurgan 60
haridan dendasebesar Rp5 juta, tidak
pernah melibatkan instansi Kepolisian
atau CIS setempat. Qleh sebab iy,
sosialisasi tugas-tugas polisi di daerah
tampaknya masih perlu dilakukan.
Pada dasarnya Pemda masih
mengharapkan agar Polri dapat me-
laksanakan tugas dan tanggung jawab
di bidang kamtibmas di daerah,




_ :I.:Dukun'gahPsrda Terhadap......

o sekahpun hai itu belum dxtunjukkan
 secara nyata, yaituberupa dukungan
kebijakan dan dukungan dana, atau
'dengan kata lzin masih terbatas pada
wacana yang dakembangkan di
‘komunitas instansi Pemda. Oleh karena
1t1.tsebag1anwarrespondensependapat
bahwa perlunya instansi kepolisian di
daerah dilibatkan dalam penyLsunan
pembangunan di daerah untuk me-
ngantisipasidampak negatif darisetiap
kegiatan pembangunandidaerah.

Kesimpulan

Persepsi Pemda tentang Masalah
Kamtibmas yang terjadidi Daerah
Persepsi masalah keamanan ke-
tertiban masyarakat di daersh tam-
paknya masih disikapi tidaksama atau
beragam. Ada Pemda yang sudah
memasukkan aspek kamtibmas dalam
RAPED, tetapiada Pemdayangmelihat
- peran ‘Polisizhanya terbatas pada
pengendalian keamanan terutama jika
terjadi masalah kamiibmas, selain itu
sudah ada yang berpendapat bahwa
aspek kamtibmas perlu dimasuklkan
dalam seiiap perencanaan pem-
bangunandaerah.

Persepsi Pemda tentangsiapa yang
menjadi penanggungjawab masalah
kamtibmas di daerah, terdapat kesan
cukup kuat bahwa Kodim bersam-sama
Polisi yang memikul tanggung jawab
kamtibmas, tetapi ada juga yang melihat
bahwa masalah kamtibmas sudah
menjadi tanggung jawab aparat Ke-

poizman . s i

Keragaman pendapat mengenal
masalah kamtibmesterlihatiuga dalam
memandang perbedaan peran dan tu-
gas polisi Pamong Praja dengan Pbl_ri.
Masih ada perbedaan dalm melihat
peran dan tugas institusi-intstitusi Polri
dan polisi Pamong Praja di dalam
menegakkan Perda. Kecenderungan
sepertiitu terjadijuga didalam melihat
hubungan antara institusi Poli di dae-
rah dengan penyidik PNS di 1nstans:
Pemerintahdidaerah. o

Dukungan Pemda terhadapn Ke-
giatan Kamtibmasdi Daerah
DukunganPemda terhadap kegiat-
an kamtibmasbelum menyeluruh, ada
Pemda tang sudah memasukkan ang-
garan kamtibmas ke dalam APBD,
namun ada juga Pemda yang belum
memasukkan anggaran kamtibmas ke
dalam APBD. Dukungan Pemda
terhadap kegiatan kamtibmas didaerah
masih iaraf pembicaraanataumenjadi
wacana di kalangan instansidaerah.
Dimastukkannya anggarankamiib-
masdi APBD tidak dapatdiartikanbah-
waterjadiduliungan Pemda terhadap
tugas-tugas kepolisian karena belum
seluruhnya instansi Polri di daerah
mendapat dukungan dana dari APBD.
Tidak ada alokasi danayang diberikan
kepada Poli untuk biaya operasional
penegalkan Perda. Instansi Pold di
daerahmengakutidak pernahdiberikan
dana operasional di dalam penegakan
Perda, padahal Polri sudah bekerja da-




S ':iam menegakkan Perda Namun de~ :
o .rmk;an Pemda telgh memperttmbang—

‘kan’ mstansz Polri di daerah akan mer-
dapat dukungan dana dan A.PBD

Persepsx ‘&erhadap Tugas-mgas
' k@pﬂiisian diDaerah
Dukungan Pemda terhadap kega@
'an ‘kamtibmas memang ada, namun
dukungan Pem_da terutama dukungan
anggeran iéx"_h_'afdap tugas-tugas kepo-
lisian 'di daerah 'masih sangat kecil
sekalipun urusan kamtibmas pada
dasarnya juga menjadi urusan Pernda
yangd:tunjukkanadanya perda-perda
yang terkait secara tidak langsung
de@anmgas -tugas kepolisiandidaerah.
" ‘Masihbelum adanya visiyangsama
terhadap tuges-tugas yang seharusnye:
diemban instansi Polri di daerah. Masih
ada Pemda di dalam membuat perda
vang memuat sanksi kurungan 60 har
dan denda Rp 5 juta, tidak pernah
melibatkan instansi kepolisian daerah
maupun CJS setempat.

Pemetintah dasrah mengharapkan
instansi Polr didaerah tetap dapat me-
laksanakan tugas dan tanggungjawab
di bidang kamtibmas di daerah,
sekalipun masih belum ditujukansecara
nyaia yaituberupa dukungan kebijakan
dandukungandanayang masih minim.

Saran
a. Perlu dilakukan sosialisasi tugas-
tugas didaerahdan perlujuga upaya

menumbuhkan kesadaran di ka-
langan Pemda sebagai bagian pe-
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.. nanganan masalah kamtfbmas ch
- daerah.

.- Perlunya Polri mendukung pelak

. sanaan perda. Karena dalam raoat

.kerja pimpinandaerahakans meng-

usutkan perlunya revisi UU Ne.22

danUUNo. 25 Tahun 1999 sehing-
- gamemberikanaturansecara tegas
* keterlibatan Polridalam Perda. -

Folri sejak awal ikut serta dalm
upaya pembuatan perda dan tkut
dalam perencanaan pembangunan
didaerah.

Polri hairus memiliki pemahaman
terhadap asas-asas pembangunan
baik nasional maupun daerah ter-
utama bagi anggota yang ditugasi
uniukikut serta dalam pembuatan
perda,

Diupavakan Poli dapat menjadi
inisiatordalam perencanaanpem-
buatan perda di wilayah tugas.
Polresfia/poltabes perlumenelitidan
mempelajar perdayangada diwi-
layahnya untuk mengecek mungkin
ada yang bertentangan dengan
peraturanyang lebih tinggi .

Poiri di dzerah-agar mengajukan
kebutuhan anggaran secara rinci
danterprogram dalam rangka Polri
membantumenegakkan perda un-
tuk dibahas dandimasukkandalam
RAPBD.

Perlu dipersiapkan perwira di
Mapolda/Poltabes/Folresta/Polres
untuk duduk dalam tim penyusun-
an perda apabila diminta oleh
Pemda propinsi/kota/kabupaten.




